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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan akses petani terhadap Program
Perluasan Lahan Sawah dan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab perbedaan
perolehan luas lahan antar masing-masing petani peserta pada program sawah
cetakan baru di Kenagarian Tapakis Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten
Padang Pariaman. Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Juni sampai
dengan Juli 2011.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus.
Responden dalam penelitian ini adalah kelompok tani peserta program perluasan
lahan sawah tahun anggaran 2009 sebanyak 30 % dari 123 orang yang terbagi
dalam 3 kelompok tani dengan cara Stratified Random Sampling dan petani non
peserta sebanyak 30 orang. Data dianalisa secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukan bahwa Program Perluasan Lahan Sawah di
Kenagarian Tapakis Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman dapat
diakses oleh petani yang merupakan keluarga saparuik dalam suku Chaniago
sebagai pemegang hak ulayat. Petani lain yang bisa bergabung dalam program ini
adalah orang-orang yang memiliki hubungan dengan suku Chaniago yaitu mereka
yang memiliki hubungan karena pernikahan dua keluarga. Disamping itu, petani
yang bergabung dalam program juga telah memenuhi persyaratan yang diajukan
pemerintah seperti memiliki luas lahan yang kecil sebelum program, petani yang
telah bergabung dalam anggota kelompok penerima progra serta petani yang
membutuhkan lahan sebagai pendapatan utama keluarga. Sebagian anggota kaum
Chaniago yang seharusnya mengelola tanah ulayat mereka ternyata tidak ikut
berpartisipasi dalam Program Cetak Sawah Baru. Hal ini disebabkan antara lain:
sebagian anggota kaum Chaniago mememiliki pekerjaan utama tidak sebagai petani,
sebagian dari anggota kaum Chaniago telah pergi merantau ke daerah lain, sebagian
anggota kaum Chaniago telah memiliki lahan lain yang sudah diolah. Selain itu
tingkat produktivitas lahan bukaan baru juga masih rendah sehingga turut
berpengaruh pada minat petani untuk menggarap lahan tersebut. Bertolak dari hal
tersebut, maka diberilah kesempatan bagi petani lain di luar kaum Chaniago untuk
menggarap tanah mereka dengan status sebagai petani penggarap.



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sampai saat ini sektor pertanian tetap dijadikan sebagai sektor andalan, karena

sektor ini telah terbukti tetap bertahan dari badai krisis moneter, sementara itu

sektor- sektor lainnya justru banyak yang mengalami kebangkrutan. Peran sektor

pertanian dalam perekonomian nasional dapat ditinjau dari berbagai aspek, antara

lain sebagai penyedia lapangan kerja (sumber mata pencaharian penduduk),

sumber devisa negara, sumber bahan baku industri, dan sumber pendapatan

nasional. Selain itu, sektor pertanian juga merupakan sumber bahan pangan bagi

sebagian besar penduduk Indonesia (Supriyati, 2005).

Sumberdaya lahan adalah sumberdaya strategis dari setiap sektor perekonomian.

Seiring pertumbuhan penduduk dan perkembangan ekonomi, kebutuhan lahan

untuk membangun prasarana ekonomi, prasarana sosial, dan pemerintahan

meningkat terus dari tahun ke tahun. Kompetisi penggunaan lahan antar sektor

semakin ketat, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan.

Pada tahun 2006 luas lahan sawah di Indonesia adalah sekitar 7,89 juta hektar,

dimana 3,24 juta hektar (41,1 persen) diantaranya berada di Pulau Jawa,

sementara di Luar Pulau Jawa seluas 4,56 juta hektar yang diantaranya seluas 2,34

juta hektar (50,3 persen) berada di Pulau Sumatera. Data menunjukkan bahwa

dengan bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kebutuhan akan lahan

untuk berbagai sektor, konversi lahan cenderung mengalami peningkatan, di lain

pihak pencetakan lahan sawah baru (ekstensifikasi) mengalami perlambatan

(Direktorat Pangan dan Pertanian, 2010).

Penguasaan lahan mengacu pada pemilikan dan penggarapan. Dalam berusahatani,

sebagian besar petani menggarap miliknya sendiri. Namun, tidak sedikit pula yang

lahan garapannya adalah milik orang lain dengan cara menyewa, bagi hasil,

menggadai, dan sebagainya. Mereka adalah petani yang tidak memiliki lahan

sendiri ataupun jika memiliki lahan sendiri luasnya relatif sangat kecil untuk

digarapnya. Bahkan ditemukan pula kasus‐kasus petani yang menyewa atau



menyakap (bagi hasil) lahannya sendiri yang telah digadaikan atau disewakan

secara tahunan kepada orang lain.

Gambaran tentang distribusi pemilikan yang didefinisikan sebagai sub set dari

penguasaan lahan dapat disimak dari sebaran rumah tangga menurut kelompok

pemilikan. Tampak bahwa jumlah petani dengan penguasaan lahan kurang dari

0,5 hektar ke bawah adalah sekitar 44 persen. Pada kelompok ini, jumlah

terbanyak adalah pada luasan seperempat hektar ke bawah sebesar 27 persen,

sedangkan petani tunakisma (tidak memiliki lahan sendiri sehingga menggarap

milik orang lain) adalah sekitar 9 persen. Di Pulau Jawa, jumlah petani yang luas

pemilikannya 0,5 hektar ke bawah mencapai 57 persen, sedangkan di Luar Pulau

Jawa sekitar 37 persen. Demikian pula dengan petani penggarap murni, di Pulau

Jawa mencapai 12 persen sedangkan di Luar Pulau Jawa sekitar 7 persen. Secara

umum distribusi pemilikan lahan usahatani di Indonesia berada pada tingkat

ketimpangan sedang (indek gini berkisar 0,42 – 0,64) dan dalam sepuluh tahun

terakhir ini cenderung semakin timpang (Sudaryanto dan Agustian, 2009).

Berdasarkan pertimbangan obyektif yang didukung berbagai hasil penelitian

empiris diperoleh kesimpulan bahwa untuk mendukung tingkat pertumbuhan

produksi pangan di Indonesia perlu adanya perluasan areal pertanian baru.

Alasannya: (i) laju pertumbuhan produktivitas mengalami gejala kemandegan, (ii)

alih fungsi lahan pangan ke penggunaan lain belum berhasil ditekan sampai ke

tingkat minimal, (iii) antisipasi terhadap penyusutan lahan pangan karena naiknya

paras muka laut akibat pemanasan global; dan (iv) untuk mendukung perbaikan

skala penguasaan garapan usahatani sehingga pendapatan petani meningkat

(Direktorat Pangan dan Pertanian, 2010).

Perluasan lahan pertanian didefinisikan sebagai pendayagunaan sumberdaya

lahan atau perubahan penggunaan sumberdaya lahan (land use change) dari

semula bukan lahan pertanian menjadi lahan pertanian sehingga luas baku lahan

pertanian meningkat. Sumberdaya lahan yang dapat didayagunakan untuk

perluasan areal pertanian dapat berupa tanah yang dikuasai dengan Hak Milik,

Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Pengelolaan atau dasar

penguasaan atas tanah yang semula tidak diusahakan atau tidak didayagunakan



untuk pertanian yang berdasarkan peruntukannya menurut perundang‐undangan

dapat didayagunakan untuk pertanian.

Lahan merupakan sumberdaya yang sangat strategis; baik dari sudut pandang

ekonomi, politik, hukum, maupun keamanan nasional. Oleh karena itu isu‐isu dan

permasalahan yang dihadapi dalam perubahan pendayagunaan sumberdaya

lahan – termasuk perluasan lahan pertanian – sangat kompleks. Hasil identifikasi

memperoleh kesimpulan bahwa isu‐isu permasalahan yang secara langsung

maupun tidak langsung terkait perluasan areal pertanian adalah: (i) Status hukum

mengenai kepemilikan/penguasaan lahan sebelum dan sesudah lahan tersebut

dikonversi menjadi areal pertanian baru. (ii) Kebijakan pemerintah yang

berkenaan dengan akses petani terhadap lahan. Substansi utamanya berkenaan

dengan aspek keadilan dan efisiensi; dan hal ini terkait dengan butir (i) tersebut di

atas (Direktorat Pangan dan Pertanian, 2010).



V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Program Perluasan Lahan Sawah di Kenagarian Tapakis Kecamatan Ulakan

Tapakis Kabupaten Padang Pariaman dapat diakses oleh petani yang memiliki luas

lahan yang kecil sebelum program, petani yang telah bergabung dalam anggota

kelompok penerima program, petani yang memiliki hubungan kekerabatan dengan

Dt. Rky. Malako dan/ ketua kelompok tani serta petani yang membutuhkan lahan

sebagai pendapatan utama keluarga. Sebanyak 52,63 persen petani anggota

program merupakan petani yang memiliki lahan kecil dari 1 Ha, 100 persen petani

peserta program telah bergabung dalam keanggotaan kelompok tani penerima jatah

program cetak sawah baru, sebanyak 65,79 persen peserta memiliki hubungan

kekerabatan dengan Dt. Rky. Malako dan/ ketua kelompok tani, serta 100 persen

petani peserta membutuhkan lahan sebagai sumber pendapatan utama keluarga.

Sebagian anggota kaum Chaniago yang seharusnya mengelola tanah ulayat mereka

ternyata tidak ikut berpartisipasi dalam Program Cetak Sawah Baru. Hal ini

disebabkan antara lain: sebagian anggota kaum Chaniago mememiliki pekerjaan

utama tidak sebagai petani, sebagian dari anggota kaum Chaniago telah pergi

merantau ke daerah lain, sebagian anggota kaum Chaniago telah memiliki lahan

lain yang sudah diolah. Selain itu tingkat produktivitas lahan bukaan baru juga

masih rendah sehingga turut berpengaruh pada minat petani untuk menggrapa lahan

tersebut. Bertolak dari hal tersebut, maka diberilah kesempatan bagi petani lain di

luar kaum Chaniago untuk menggarap tanah mereka dengan status sebagai petani

penggarap.

Faktor penyebab perbedaan luas lahan garapan antar masing-masing petani

pada program sawah cetakan baru di Kenagarian Tapakis Kecamatan Ulakan

Tapakis Kabupaten Padang Pariaman hanya di pengaruhi oleh sumber pembiayaan

petani, dimana 83,33 persen petani yang menggarap lahan luas pada program

memakai sumberpembiayaan usaha tani sendiri dan sebanyak 71,05 persen petani

yang berlahan sempit memakai sumber biaya usahatani pinjaman. Tenyata

hubungan jumlah TKDK dan hubungan kekerabatan antara petani dengan ketua



kelompok tani dan Dt. Rky. Malako tidak mempengaruhi ukuran luas lahan garapan

yang di dapat pada program cetak sawah baru.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, maka penulis mengemukakan

beberapa saran sebagai berikut:

1. Meskipun secara umum petani yang telah bergabung sebagai anggota

merupakan petani yang membutuhkan lahan, namun sebaiknya

identifikasi calon petani penerima program dilakukan terhadap petani

lain yang belum bergabung dalam keanggotaan kelompok tani. Hal ini

memberikan peluang positif bagi petani non anggota poktan yang

membutuhkan lahan untuk mendapatkan kesempatan sebagai penerima

program cetak sawah baru.

2. Sebaiknya pemerintah, kaum pemegang ulayat dan petani peserta

program cetak sawah baru membuat perjanjian yang jelas tentang status

lahan setelah program cetak sawah baru agar tidak terjadi

kesalahpahaman dikemudian hari.
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